Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

11



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

12



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

13



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

14



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

15



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

16



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

17



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

18



Jurnal Law Reform
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005

2. Kebijakan Penanggulangan (Pene-
gakan Hukum) Dengan Hukum
Pidana Positif

a.Terhadap Cyber (child) Por-
nography

Dilihat dari substansinya, Cyber
pornography  dan cyber - child
pornography jelas sudah tercakup
dalam perumusan delik kesusilaan
dalam KUHP, karena delik porno-
grafi dalam KUHP meliputi antara
lain: ‘

1. Dalam Pasal 282 :

= menyiarkan, mempertunjukkan

atau menempelkan di muka

umum tulisan, gambaran atau
benda yang ‘melanggar kesu-
silaan, |

- membikin tulisan, gambaran

atau benda tersebut (dengan

maksud untuk disiarkan, di-

periunjukkan atau ditempel-

kan di muka umum),

" = memasukkannya . ke dalam
negeri, meneruskannya, me-
ngeluarkannya dari  negeri,
atau mempunyainya . dalam
persediaan (dengan maksud
untuk disiarkan, dipertunjuk-
kan atau ditempelkan di
muka umum); atau

- menawarkannya atau menun-

| jukkannya sebagai bisa dipe-
roleh (tanpa unsur di muka
umum);
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2. Dalam Pasal 283

- Menawarkan, memberikan,
' menyerahkan atau = memper-
lihatkan  tulisan, = gambaran
atau benda yang melanggar
kesusilaan kepada seorang
yang belum cukup umur, dan
yang diketahui atau  se-
patutnya harus diduga bahwa
umurnya belum tujuh belas
tahun;

. Dalam Pasal 533 :

- di tempat lalu lintas umum,
mempertunjukan atau menem-
pelkan tulisan gambar atau
benda, yang mampu mem-
bangkitkan/merangsang  nafsu
birahi para remaja;

~=.menawarkan maupun menun-

juk sebagai bisa didapat tu-
lisan, gambar atau barang
yang dapat merangsang naf-
su birahi para remaja (tanpa
unsur di tempat umum);

= menawarkan, memberikan,
menyerahkan atau memper-
lihnatkan gambar atau benda
yang demikian (yang dapat
membangkitkan nafsu birahi),
pada seorang Yyang belum
cukup umur dan - dibawah
umur tujuh belas tahun (tan-
pa unsur di tempat umum);

'Namun kelemahan dari Keten-
tuan KUHP di atas ialah, hanya
dapat diterapkan terhadap delik yang
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